ABSTRAK

Fuji Dwi Utami : Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan
Berdasarkan  Interpretasi  Standar  Akuntansi
Keuangan (ISAK) Nomor 335 Pada Masjid Al-Lathiif
Bandung

Laporan keuangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan entitas
nonlaba seperti masjid. Masjid sebagai entitas nonlaba memiliki kewajiban untuk
menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan demi menjaga
kepercayaan jamaah serta para donatur. Berdasarkan ISAK 335, laporan keuangan
entitas nonlaba harus disusun secara sistematis agar informasi yang disajikan dapat
dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun, pada
kenyataannya masih banyak masjid yang belum menerapkan standar ini secara
optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman akuntansi yang
rendah, serta belum adanya sistem pencatatan yang baku. Fenomena ini juga terjadi
di Masjid Al-Lathiif, yang telah berupaya menyusun laporan keuangan namun
masih menghadapi berbagai kendala teknis dan konseptual.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penerapan ISAK Nomor 335
dalam penyajian laporan keuangan di Masjid Al-Lathiif Bandung; 2) mengetahui
kendala yang dihadapi pengelola Masjid Al-Lathiif Bandung dalam menerapkan
ISAK Nomor 335.

Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip penyajian
laporan keuangan entitas nonlaba yang diatur dalam ISAK 335, yang mencakup
laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan
aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi
langsung terhadap proses pencatatan serta penyajian laporan keuangan masjid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Beberapa komponen laporan
keuangan telah mengarah pada ketentuan ISAK 335, namun penyajian belum
sepenuhnya sesuai, terutama pada laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan
keuangan; 2) Kendala utama dalam penerapan ISAK 335 adalah keterbatasan
pemahaman pengurus, minimnya pelatihan, belum tersedianya sistem pencatatan
akuntansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan prosedur baku.
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